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BUPATI SIAK
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PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR ‘49 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 14 TAHUN 2017

Menimbang :

Mengingat :

a.

TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL

KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil evaluasi
terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP
Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2018, dan adanya perubahan
terhadap RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2016-2021, perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Dinas
Sosial Kabupaten Siak agar memiliki tujuan dan sasaran yang
berorentasi hasil dengan dilengkapi indikator yang tepat;

bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial
Kabupaten Siak Tahun 2016-2021.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 9
Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetaoan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 T ahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun
2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



14.

15.

16.

17.

18.

Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak
Tehun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Siak Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Bupati Siak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Sosial Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun
2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN
SIAK TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Berita Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 14), diubah sebagaimana tercantum pada
Lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3! Desember 2019

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3\ Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

.
Drs. H. ."HAMZAH

Pembingfitama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR ‘49



